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PUTUSAN

Nomor 219/Pdt.G/2019/PA.SS

ps ol 5o )l all s

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam

perkara cerai gugat antara:

XXXXX, XXXXXX, 01 Juli 1971 / umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak
Ada, pekerjaan Ibu rumah tangga, RT xxx/RW.xxx, Kelurahan
XXXxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx, selanjutnya disebut

sebagai Penggugat;
Melawan

XXXXX, XXXxXX, 05 Mei 1977/ umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak
Ada, pekerjaan Petani, alamat di RT. xxx/RW. xxx, Kelurahan
XXxxX, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx, selanjutnya disebut

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Soasio;
Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti baik berupa bukti surat maupun bukti saksi di

persidangan;
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23
Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Soasio dengan register perkara Nomor 219/Pdt.G/2019/PA.SS, tanggal 01
November 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxx Maret 2001 Penggugat dengan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kota Kota xxxxx (Kutipan Akta

Nikah Nomor xxx tanggal xxx Mei 2001);

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orang tua Tergugat di Kelurahan xxxxx selama 1 minggu, kemudian
Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan xxxxx
sampai sekarang

3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun
dan bergaul sebagai suami isteri dan dikaruniai satu orang anak laki-laki

yang bernama: xxxxx, laki-laki, umur 18 .tahun;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis, namun sejak tangal xxx Maret tahun 2001 Penggugat
pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi sampai
sekarang, penyebabnya yaitu karena Penggugat tidak tahan hidup bersama
dengan Tergugat karena di rumah orang tua Tergugat tersebut Penggugat
juga tinggal bersama dengan istri kedua dari Tergugat.

5. Bahwa Penggugat tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Tergugat

tersebut dan ingin bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Soasio c/q. Majelis Hakim berkenan memeriksa
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dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang

amarnya berbunyi :
PRIMER:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in shugra dari Tergugat (xxxxx) terhadap

Penggugat (XxXxXxxx)
3. Biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.
SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri
menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula
menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di
persidangan, meskipun telah dipanggil oleh jurusita Pengganti Pengadilan

Agama Soasio secara resmi dan patut;

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan
namun majelis hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat untuk
mengurungkan kehendak cerainya dan bersabar dalam membina rumah tangga
serta hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak
berhasil,

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain
untuk datang sebagai wakil/lkuasanya, maka proses mediasi tidak dapat

dilaksanakan;

Bahwa kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara
dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan

tertutup untuk umum;
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Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak datang
dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya, meskipun

telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan
bukti-bukti berupa surat dan saksi sebagai berikut:

l. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx tanggal xxx Oktober 2012,
yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Kota xxxxx Kepulauan (bukti
P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal xxx Mei 2001 yang
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx (bukti P.2);
Il Saksi:

1. xxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxx, xxx Juli 1963, agama Islam, pendidikan
S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT. Xxx

RW. Xxx Kelurahan xxxxx Kecamatan xxxxx Kota XXxxx;

Dihadapan sidang, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya
yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi, sedangkan Tergugat

adalah suami Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kelurahan
Bobo;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama sekitar satu minggu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sekitar 18 tahun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
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- Bahwa selama selama berpisah, Tergugat tidak lagi menafkahi

Penggugat;

- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar

tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXX, XXXXX, Xxx Desember 1971, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan
SMK, bertempat tinggal di RT xxx RW xxx Kelurahan Xxxxxx

Kecamatan xxxxx Kota Tidore Kepulauan;

Dihadapan sidang, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya
yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah sepupu saksi, sedangkan Tergugat adalah

suami Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kelurahan
Bobo;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama sekitar satu minggui;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sekitar 18 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa selama selama berpisah, Tergugat tidak lagi menafkahi

Penggugat;

- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar

tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat cukup dengan bukti yang ada dan mengajukan
kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan
Tergugat serta mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang termuat
dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan

ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh jurusita Pengganti
Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk
menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal
145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg sehingga pemanggilan

tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan tersebut telah
dilaksanakan secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya
datang menghadap di persidangan serta ketidakhadirannya tidak disebabkan
oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini harus diperiksa
secara verstek dan putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat
sepanjang berdasar hukum dan beralasan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1)
R.Bg;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah
berupaya maksimal dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun
kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut
tidak berhasil,

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana
ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
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Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya namun Penggugat
tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal
283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat
tentang identitas Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti P.1;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk
telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup adalah
merupakan akta autentik, isi bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) sesuai
dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat
angka 1 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah

mengajukan bukti P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.2, yang adalah Fotokopi Buku Kutipan Akta
Nikah telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup
adalah merupakan akta autentik, isi bukti tersebut mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht)
sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat
mengenai alasan-alasan perceraian, Penggugat mengajukan bukti dua orang

saksi;

Menimbang, bahwa saksi | Penggugat sudah dewasa dan sudah
disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur
dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi | Penggugat mengenai alasan
Penggugat angka 2 sampai angka 4 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar

sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh
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Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat
materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat
bukti;

Menimbang, bahwa saksi Il Penggugat sudah dewasa dan sudah
disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur
dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Il Penggugat mengenai alasan
gugatan Penggugat angka 2 sampai angka 4 adalah fakta yang dilihat sendiri,
didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus
dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut
memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg,
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat

diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi | dan saksi Il Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenanya
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alat bukti surat
serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka majelis hakim telah

menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kota xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal xxx Maret 2001;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang

bernama xxxxx;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat kumpul berumah tangga kurang lebih satu
minggu setelah itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal,
hingga sekarang sudah 18 (delapan belas) tahun lamanya ;
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- Bahwa selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin;

Bahwa pihak keluraga telah berusaha merukunkan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat
disimpulkan fakta hukum adalah:

- Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama

Soasio;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena
Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 18 tahun;

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin

kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti
rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis secara terus menerus
yang karena telah berpisah tempat tinggal selma 18 tahun dan selama pisah
Tergugat tidak menafkahi Penggugat sehingga tujuan perkawinan untuk
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin
terwujud;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam
keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia,
aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan
yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian
diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana
Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
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Menimbang, bahwa rasa bahagia, aman, tenteram dan damai seperti
yang disebutkan diatas, berdasarkan fakta hukum tidak lagi dirasakan oleh
Penggugat dan Tergugat karena hidup terpisah selama 18 (delapan belas)
tahun tanpa saling memedulikan, Penggugat juga telah dinasihati oleh majelis
hakim dalam persidangan akan tetapi tidak merubah niat Penggugat untuk
bercerai dengan Tergugat dan selama persidangan, Penggugat juga telah
menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau rukun kembali
membina rumah tangganya dengan Tergugat adalah merupakan suatu bukti
pula bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (marriage
break down) dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat seperti tersebut diatas telah menunjukkan bahwa kehidupan
rumah tangga yang demikian telah jauh menyimpang dari cita-cita yang
digariskan dalam ajaran Islam untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-

Rum ayat 21:

da> )9 8390 aSin Jzzs L] lsiSuud) LIyl pSumiil o o8I 315 Of @bl Ges
OsSak poi) LY s 8 0

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan
untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan
dalil-dalil syar’i berkaitan dengan alasan perceraian Penggugat Dalam Kitab
Fighus Sunnah juz 1l halaman 248:
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Artinya: “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti
dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang
menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya hubungan yang harmonis antara
keduanya dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka
Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka sesuai
dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 juncto Pasal 116 huruf (b) dan Kompilasi Hukum Islam, gugatan
Penggugat dipandang beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan tidak hadir di persidangan,
sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai
ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan
Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa talak merupakan hak Tergugat sebagaimana
ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam namun oleh karena perceraian ini
diajukan oleh Penggugat, maka hak talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan
Agama terhadap Penggugat dengan talak ba’in shughra sebagaimana

ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat
merupakan yang pertama kali, maka majelis hakim menjatuhkan talak kepada
Penggugat dengan talak satu ba’in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta ketentuan syara’ yang berkaitan dengan perkara

ini;
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MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba’'in shugra dari Tergugat (xxxxx) terhadap

Penggugat (xxxxx);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober
2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh kami
Dacep Burhanudin, S.Ag., MHI. sebagai Ketua Majelis, Zahra Hanafi, S.H.I.,
M.H dan Miradiana, S.H., M.H , masing-masing sebagai hakim anggota,
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua
majelis, dengan didampingi para hakim anggota, dan dibantu Nur Arfa Toniku,

S.H., sebagai panitera pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;
Hakim Anggota Ketua Majelis
ZAHRA HANAFIL., S.H.l.,,M.H DACEP BURHANUDIN, S.Ag., MHI.

Hakim Anggota
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MIRADIANA, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

NUR ARFA TONIKU, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
. Rp

2. Biaya Proses 50.000,-
. : Rp

3. Biaya Panggilan 280.000,-
: Rp

4. PNBP panggilan 20.000,-
. : Rp

5. Biaya Redaksi 10.000,-

Meterai
6.000,-
Jumlah Rp 396.000,-

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)
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